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KEWENANGAN KELURAHAN DALAM HUKUM TATA NEGARA

A. Kewenangan Kelurahan Dalam Mengeluarkan Surat Izin Keterangan
Mudik

Berbicara tentang kelurahan maka kita berbicara tentang pemerintahan, di
mana pemerintahan saling menyatu antara hukum dan masyarakat. Hukum yang
berdasarkan pada suatu filsafat dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang
dijunjung tinggi dan dijadikan landasan atau falsafah hidup oleh suatu masyarakat,
di mana hukum itu berlaku bagi seluruh masyarakat yang memandang penuh rasa
keadilan. Namun demikian, pandangan masyarakat sendiri tentang hukum sangat
bervariasi.!

Kelurahan merupakan wilayah kerja di bawah kecamatan yang dipimpin
oleh seorang lurah. Kelurahan sebagai pelaksana suatu kebijakan dan pelayanan
publik yang dilimpahkan dari kabupaten/kota dan kecamatan.? Di mana penjelasan
di atas dapat diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
kelurahan, yang menjelaskan bahwa kelurahan dipimpin oleh lurah yang di bawah
dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui camat dalam melaksanakan

tugas dan fungsi-nya.’

Muhammad, Aspek Hukum dalam Muamalat (Yogyakarta: Graha llmu, 2007), him. 18.

2Tim Peneliti Pusat Kajian Desa, “Keberadan Kelurahan dalam Perspektif UU Desa,”
(Laporan Penelitian, Pusat Kajian Desa, Universitas Udayana, 2017), him. 66.

SPemerintah Republik Indonesia, “Pasal 5, ayat 57, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun
2005 tentang Kelurahan
http://binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/gallery/PP_No. 73 Th . 2005 Ttg . Kelurahan .pd
f (24 November 2022).
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Kelurahan dikenal dengan pelayanan publik berarti kegiatan yang dilakukan
oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan dalam
menggantungkan suatu kumpulan atau kesatuan serta menawarkan kepuasan
meskipun hasilnya tidak terikat. Fungsi ini mengharuskan pemerintah untuk dapat
lebih memberdayakan masyarakat dengan mendorong partisipasi dalam pelayanan
publik, di mana selama masyarakat belum mampu menyelenggarakan urusan dan
kebutuhannya secara mandiri, pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan
keperluan itu sesuai tuntunan dan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu bentuk
pelayanan.*

Berdasarkan pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kepala desa atau lurah bertugas
menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa,
meelaksanakan pembinaan masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat
desa.> Maka dari itu, dengan adanya fenomena Covid-19 yang kini tengah menjadi
perbincangaan hangat di dunia khususnya negara Indonesia. Sejak kemunculan
pertama pada akhir bulan desember tepatnya di kota Wuhan China, kasus ini terus
menjadi fokus dunia, karena virus tersebut memiliki tingkat bahaya yang sangat
tinggi, salah satunya yang dirasakan penyebaran yang begitu cepat. Wabah Covid-
19 telah membuat beberapa negara melakukan langkah antisipatif, termasuk

Indonesia. Sejak kasus pertama Covid-19 di Indonesia tepat pada 2 Maret 2020

“4Kausar, Sistem Birokrasi Pemerintahan di Daerah dalam Bayang-bayang Budaya Patron-
Klien (Bandung: P.T. Alumni, 2009), him. 3.

SRepublik Indonesia, “Pasal 26, ayat 17, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU 2014 6.pdf (26 November 2022).



https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf
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yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia menindak
lanjuti dengan berbagai kebijakan antisipatif, langkah antisipatif tersebut berupa
pembentuan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.°

Dalam upaya mengurangi penyebaran Covid-19, pemerintah Indonesia
menerapkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah pembatasan sosial berkala
besar (PSBB) yang diterapkan di berbagai wilayah Indonesia. PSBB adalah
pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi virus
Covid-19 sedemikian rupa untuk mencengah kemungkinan penyebarannya. Selain
itu, dalam rangka memutus penyebaran Covid-19, maka dari itu pemerintah
mengeluarkan peraturan yang melarang tradisi mudik pada lebaran 2021.

Larangan mudik lebaran tahun 2020 tentang dalam peraturan menteri
perhubungan (Permenhub) Nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi
selama musim mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka pencegahan penyebaran virus
corona. Kemudian pada tahun 2021 tentang dalam peraturan menteri perhubungan
(Permenhub) Nomor 13 tahun 2021 tentang pengendalian transportasi pada masa

idul fitri 1442 H dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.” Dasar hukum

®lhsanuddin, “Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia”, Kompas (3 Maret
2021) https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-
corona-di-indonesia (10 Oktober 2022).

Ignatius Kristanto, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan
Kesehatan”, Kompaspedia (19 Juni 2020)
https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/undang-undang-nomor-6-tahun-2018-tentang-
kekarantinaan-kesehatan (10 Oktober 2022).



https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia
https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia
https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/undang-undang-nomor-6-tahun-2018-tentang-kekarantinaan-kesehatan
https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/undang-undang-nomor-6-tahun-2018-tentang-kekarantinaan-kesehatan
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surat edaran itu adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina
kesehatan merupakan produk hukum yang di sahkan pada tanggal 7 Agustus 2018.2

Larangan mudik 2021 berdasarkan peluang masyarakat untuk mengurangi
mobilitas pada bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri pada tahun 1442 H,
masyarakat berpeluang dapat meningkatkan mobilitas dengan baik untuk kegiatan
keagamaan, keluarga maupun pariwisata. Larangan mudik lebaran tahun 2021
tertuang dalam peraturan menteri perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021
tentang pengendalian Transportasi Masa Idulfitri 1442 H, tahun 2021 dalam rangka
pencegahan penyebaran Covid-19.°

Dalam praktiknya, pemerintah menerapkan kewajiban surat izin keluar
masuk atau surat izin keterangan mudik dengan tujuan melakukan perjalanan selain
mudik. Hal ini sebagaimana dalam surat edaran satgas penanganan Covid-19 nomor
13 tahun 2021 tentang larangan mudik, setiap perjalanan non mudik selama terjadi
larangan mudik, maka akan wajib membawa SIKM. Sedangkan jika masyarakat
berpergian jauh sebelum dan sesudah larangan mudik maka akan diberlakukan

syarat dalam mengeluarkan SIKM.° Larangan mudik telah diterapkan melalui tim

8Sylvia Kurnia Ritonga. “Larangan Mudik (Pulang Kampung) Lebaran Idul Fitri di Masa
Pandemi Covid-19 dalam Sudut Pandang Hukum Islam dan Budaya”. Jurnal el-Qanuniy: Jurnal
llmu Kesyariahan dan Penata Sosial 7, no. 1 (2021): him. 87.

°0p. cit., “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan”.

195atgas Penanganan Covid-19, “Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan
Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 selama
Bulan Suci Ramadhan 1442 H”
https://covid19.go.id/storage/app/media/Requlasi/2021/April/SE%20Ka%20Satgas%20Nomor%?2
013%20Tahun%202021%20L arangan%20Mudik%20Hari%20Raya%201dul%20Fitri%20dan%20
Pengendalian%20COVID-19%20selama%20Bulan%20Suci%20Ramadhan%201442H.pdf (17
Oktober 2022).



https://covid19.go.id/storage/app/media/Regulasi/2021/April/SE%20Ka%20Satgas%20Nomor%2013%20Tahun%202021%20Larangan%20Mudik%20Hari%20Raya%20Idul%20Fitri%20dan%20Pengendalian%20COVID-19%20selama%20Bulan%20Suci%20Ramadhan%201442H.pdf
https://covid19.go.id/storage/app/media/Regulasi/2021/April/SE%20Ka%20Satgas%20Nomor%2013%20Tahun%202021%20Larangan%20Mudik%20Hari%20Raya%20Idul%20Fitri%20dan%20Pengendalian%20COVID-19%20selama%20Bulan%20Suci%20Ramadhan%201442H.pdf
https://covid19.go.id/storage/app/media/Regulasi/2021/April/SE%20Ka%20Satgas%20Nomor%2013%20Tahun%202021%20Larangan%20Mudik%20Hari%20Raya%20Idul%20Fitri%20dan%20Pengendalian%20COVID-19%20selama%20Bulan%20Suci%20Ramadhan%201442H.pdf
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satgas yang berjaga di tempat-tempat namun, masyarakat banyak memiliki
pengalaman dengan mudik melalui jalur tikus untuk menghindari petugas, padahal
pemerintah sudah mempermudah dengan mengeluarkan surat dispensasi keluar
masuk sebagai pengecualian kepada warga yang terpaksa pulang kampung saat
larangan mudik.!
Tiap kelurahan telah mensosialisasikan aturan tersebut kepada ketua RT dan
RW setempat untuk disampaikan kepada masyarakat setempat mengenai teknis
peraturan dalam mengeluarkan surat izin keterangan mudik tersebut, sebagai
berikut:
1. Pengantar RT dan RW.
2. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai.
3. Fotocopy KTP dan KK.
4. Serta dengan alasan yang jelas.'?
Dengan adanya penjelasan diatas, bahwa kewenangan dan tugas kelurahan
terfokuskan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun
2005 pada Pasal 5 ayat (1) tentang kelurahan. Di mana dalam pasal ini menegaskan

pelayanan publik, sebagai berikut:

a. Melaksanakan Kegiatan pemerintahan kelurahan.

b. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

1Clara Maria Tjandra Dewi H, “Mau lzin Pulang Kampung? Ini Persyaratan Buat Bikin
SDKM di Kelurahan Depok” Tempo.co Bicara Fakta (5 Mei 2021) https://metro
.tempo.co/read/1459533/mau-izin-pulang-kampung-ini-persyaratan-buat-bikin-sdkm-di-kelurahan-
depok (27 Oktober 2022).

2|pid.
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c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
d. Sebagai penyelenggara ketentraman dan Kketertiban
umum.

e. Pemeliharaan prasarana dan Fasilitas pelayanan umum.

Dapat diambil kesimpulan, bahwa dengan adanya perturan pemerintah
diatas, mengenai tugas dan kewenangan kelurahan yang berdasarkan pada
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 pada Pasal 5 ayat
(1) tentang kelurahan, maka dapat dikatakan bahwa kewenangan kelurahan dalam
mengeluarkan surat keterangan izin mudik berdasarkan pada pelaksana suatu
kebijakan dan pelayanan yang dilimpahkan dari kabupaten/kota dan kecamatan,
untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pelayanan administrasi
khususnya dalam mengeluarkan surat izin keterangan mudik dengan memiliki
alasan yang tepat dan syarat yang sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan.

B. Perspektif Hukum Tata Negara dalam Mengeluarkan Surat Izin
Keterangan Mudik
Kementerian perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 atas perubahan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang pengendalian Transportasi Selama
Masa Idul Fitri 1442 H dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 yang

dilakukan melalui adanya larangan penggunaan sarana transportasi.*®

13Menteri Perhubungan, “Peraturan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian
Transportasi selama Masa Idul Fitri 1442 H”.
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Dapat diartikan bahwa dasar hukum dari Surat Edaran (SE) tahun 2020
dan 2021 tersebut adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina
kesehatan yang merupakan produk hukum dalam mendukung pemerintah untuk
melindungi gangguan kesehatan pada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang
tersebut, masyarakat yang mudik bisa diberikan sanksi sesuai pasal 93 Undang-
undang Nomor 6 tahun 2018 dengan hukuman paling lama setahun dan denda
maksimal 100 juta rupiah.4

Dengan adanya aturan tersebut, maka pemerintah juga menerapkan
kewajiban mengeluarkan surat izin keterangan mudik bagi kelompok yang
diizinkan untuk melakukan perjalanan jauh dengan persyaratan dan alasan yang
sesuai untuk mempermudah masyarakat dalam menghadapi kebijakan pemerintah
tentang larangan mudik tersebut.® Dalam mengeluarkan surat izin keterangan
mudik yang dipegang langsung oleh pihak kelurahan yang berlandaskan pada
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 pada Pasal 5 ayat
(1) tentang kelurahan, untuk mempermudah pelayanan masyarakat dengan

melengkapi persyaratan yang sudah tertera, sebagai berikut:

1. Pengantar RT dan RW.

2. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai.

https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2021/PM_13 Tahun_2021 1.pdf (23 November
2022)

140p. cit., “Larangan Mudik (Pulang Kampung) Lebaran Idul Fitri di Masa Pandemi Covid-
19 dalam Sudut Pandang Hukum Islam Dan Budaya”, him. 89.

150p. cit., “Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 Tentang
Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H”.


https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2021/PM_13_Tahun_2021_1.pdf
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3. Fotocopy KTP dan KK.
4. Serta dengan alasan yang jelas.®

Jika merujuk pada hukum, di mana asas-asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik atau kebijakan yang baik harus dapat mengikat
publik agar tidak dapat menimbulkan permasalahan apabila dalam pembuatannya
tidak mematuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan baik secara
formil maupun secara materil. Peraturan kebijakan sebagai berikut:

1. Peraturan tersebut langsung atau tidak langsung yang dikeluarkan harus
berdasarkan pada ketentuan undang-undang formil.

2. Peraturan tersebut harus berdasarkan kewenangannya.

3. Peraturan tersebut harus dapat memberikan petunjuk secara umum.’

Surat Edaran Satgas Penangan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Pelarangan Mudik Didasarkan Pada Ketentuan Undang-Undang Formil sebagai
berikut:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana.

160p. cit., Tempo.co Bicara Fakta.

). H. Van Kreveld, “Beleidsregel in het Recht and Kluwer Deventer” (Disertasi,
University of Groningen, Netherland, 1983), him. 10.
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Peraturan Pemrintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial
Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid.

Peraturan Presien Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan
Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, sebagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Covid-19.
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana
Non Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Sosial.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan
Penendalian Covid-19.

Keputusan rapat kabinet pada tanggal 23 maret 2021.

Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor S-21/MENKO/PMK/111/2021/ 3
Maret 2021.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan

mengoptimalkan posko penanganan corona virus disease 2019 di tingkat
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desa dan kelurahan untuk mengendalikan penyebaran corona virus
disease.®

Dalam perspektif Hukum Tata Negara mengenai kewenangan kelurahan
dalam mengeluarkan surat izin keterangan mudik, maka merujuk pada ruang
lingkup Hukum Tata Negara, di mana dalam ruang lingkup tersebut menjelaskan
langsung mengenai Konstitusi, Pola-pola dasar ketatanegaraan, Struktur
kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antarorgan kelembagaan Negara
dan Prinsip-prinsip kewarganegaraan dan hubungan antara negara dengan warga
negara beserta hak-hak dan kewajiban asasi manusia, bentuk- bentuk dan prosedur
pengambilan keputusan hukum. Di mana aturan hukum, berdasarkan pada hukum
yang tertulis yang dapat mengikat aturan tersebut serta, sesuai dengan hierarki
peraturan yang sudah berlaku.

Dengan adanya penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa
kewenangan kelurahan dalam mengeluarkan surat izin keterangan mudik sudah
diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005
tentang kelurahan dalam proses administrasi pelayanan untuk mempermudah
masyarakat dan dalam perspektif Hukum Tata Negara melihat kewenangan tersebut
merujuk kepada ruang lingkup Hukum Tata Negara, di mana peraturan tersebut
berdasarkan hieraki peraturan dan kegunaan-nya dengan diperkuat pada Peraturan
Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan, Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa serta larangan mudik berdasarkan

180p. cit., “Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 Tentang
Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H”.
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Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 atas perubahan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang pengendalian Transportasi

Selama Masa Idul Fitri 1442 H.



